PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK-3 DPRD /1 /2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

: a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 180.19 /HK-PerUU/1 /2019 tentang Pengajuan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas,
maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
tentang Pembentukan Panitia Khusus;

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 305,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,;
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5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna ke- 5 Masa Sidang I hari Senin tanggal 14

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Januari 2019 tentang Tanggapan Umum Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pemandangan
Umum Fraksi Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah,
Pendapat Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Terhadap Nota Penjelasan 2 (dua) buah Rancangan
Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembentukan Panitia
Khusus Terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan
Daerah di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

1. Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM Ketua
2. Danu Asmadi, S.Pd Wakil Ketua
3. Junaidi, S.Sos., M.Si Anggota
4. Suwiono, SH Anggota
5. Nirmala. M, SE Anggota
6. Rahmawaty Anggota
7. Didik Agung Eko Wahono, SE Anggota
8. H. Ahmad Yani, ST, SE., M.Si Anggota
9. Aini Faridah, SE Anggota
10. Sugianto Anggota
11. Firnadi Ikhsan, S.Pi Anggota

: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:

Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
Rapat dengan tim perumus

Konsultasi

Kajian kebijakan publik

Rapat dengar pendapat umum

Sosialisasi

Seminar

Lokakarya atau diskusi publik

N

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan
atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya
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KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus
maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada
~ketentuan dimaksud Panitia Khusus Rancangan Peraturan
Daerah dapat mengusulkan tambahan wakty kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan
ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Januari 2019

Keputusan disampaikan kepadzthh‘:



